NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TENTANG
SINERGITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
SERTA PELAYANAN HUKUM

NOMOR : W.20-HH.04.02-5019
NOMOR : 100.2.2/17174/NK/TKKSD-Bdg/2025

Pada han ini, Kamis, tanggal Sebelas, bulan September, tahun Dua Ribu Dua

Puluh Lima (11-09-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. EEM NURMANAH v Kepala Kantor Wilayah Kementenan
Hukum Bali, berdasarkan Keputusan
Menteri Hukum Republik Indonesia
Nomor M.HH-21.KP.03.03 TAHUN 2023
tentang Pemberhentian Dari Jabatan
Manajenal Dan Non Manajenial  Serta
Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial
di  Lingkungan Kementernan Hukum,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama  Kantor  Wilavah  kementenan
Hukum Hali, berkedudukan di Jalan Nin
Mandala Renon, Denpasar, selanutnya
disebul PIHAK KESATU.
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II. 1 WAYAN ADI ARNAWA Panguaty Madung, herdasarkan
heputusan Menteri [halam Negeri
Noomor: 10021 3221, tahun 2025
Ientang progrsahan pengangkatan
Kepala  Darrah dan Walkil Kepala
Darrah pada Kabupaten dan Kota
Ha=il  Pemilihan  Kepala  Daerah
Serenlak Tahun 2024 Masa Jabatan
Tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari
2025, berkedudukan di Pusat
Pemerintahan  Kabupaten  Badung
Mangupraja Mandala, Jalan Raya
Sempidi, Mengwi, Badung, Bali, dalam
hal ini bertindak dalam jabatannya
tersebut di atas, sah bertindak untuk
dan atas nama Pemecnintah Kabupaten
Badung, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
“ols Kesepakatan ini disecbut PARA PIHAK, dan secara sendin-sendin disebus
PIHAK.

PARA PTHAK 1+rletuh dahulu menerangkan hal hal sebagai berikut
PIHAK KESATU sdalsh instanst vertikal Kementenan Hukum i Provins:
Hal yang berads dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menten
Hukgurm Bepublik Indonesia;

4 PIHAK KEDUA adalah penyelenggara Pemenntahan kabupaten Badong
cafi@  molaksanskan wrusan pemenntshan yang menjadi kewenangan
lecrab wtunoin sefta mempunysl wewenang dan langgung jawab uniuk

rreete La s ke bnjakan, serta lungst pelayanan publik
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Berdazarkan hal-hal  tersebuol  dinias,  scsoal denpan  kedudukan  dan
kewenangan masing masing, PARA  PIHAK srtuju  dan  sepakal  untuk
melaksanakan Nota Kesepakatan tenlang Sinergitas Program Dan Keglatan
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaan Hukum Serta

Pelavanan Hukum, dengan ketentuan dan syaral syaral sehapal berikul:

Dasar Hukum Nota Kesepakatan @

1. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tamhbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Noor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementenan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

i
'

Undang-Undang Nemor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nemor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor o Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
womor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerga Memjadi Undang-Undang
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

4. Undang Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung

Frovinsi Hali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor TUO089);
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Peraturan Pemerimiah Nomor M8 Talian 2008 tentang, Keipa Samon Daeral
(Lembaran Negara Kepublik Indonesin Tohon 2008 Nomor 97, Tarmlaluan
Lembaran Negarn Repubhik Indonesion Nomaor 62 19),

Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 20080 tentang Penatioan Tougas dan
Fungsi Kementerian Negarn kabinet Merah Patih Periode Tabn 4024
2029 [Lembaran Negaran Repubhik Indonesia Tahun 20029 Neomor 24%),
Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2029 tentong Kementeran Hokoam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351,

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Janngnn Dolomentas
dan Informasi Hukum Nasional [Lembiaran Negora Republik Inoedonesia
Tahun 2012 Nomor 82);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019
tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara
kRerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan
Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371,
Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Hukum [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor B32);

Peraturan Menteri Hukum Nomeor 2 Tahun 2024 tentang Organisas: dan

Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 tahun 2016 tentang
Pembenlukan, dan Susunan Perangkal Daerah  [Lembaran  Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Pernturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang
Pembentuksn  dan Susunan Perangkat  Daerah  [Lembaran Daceah
Katupaten Hadung Tahun 2022 Nomor 17);

Prraturan HBupati Badung Nomor 33 Tabhun 20210 twentang keduduban
Susurnan Chrgarsas), Togas dan Foangsi, Serta Tata kega Peranghan
Liaerahs (Berna Duerah Kabupaten Badung Tabun 2021 Nomor 1))

wi bragganrmaria (e lah diubah bebevapa kali terakhae dengan Peoaturan Baguin
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Badung Kemor 17 Tahun 2029 teptang Perababhon Kelipa Atas Peraluran
Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 fentang Kedurdukan, Susunan
Orgainisast, Tugas dan Fungs, Serla Tatn Kerpp Perangkat Daeranh Dacrah

(Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2024 Nomaor 17);

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pernyataan kehendak PARA
PIHAK uniuk mewujudkan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka
meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK dan saling
menguniungkan,

Tuuan Nota kesepakatan ini sebagai kerangka atau landasan PARA
PIHAK untuk melakukan sinergi dalam mendukung pelaksanaan
pembentukan  produk  hukum  dacrah, pemantauan, evaluasi,
pembudavaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum,
pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pengukuran
kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah, dan pelayanan
administrasi hukum umum serta perlindungan dan pengelolaan kekayaan
intelektual.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Fuang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

a. pembentukan produk hukum daerah;

b pemantauan, evaluasi, pembudaysan hukum, penyuluhan, kensultas,
dian bantuan hukum;

¢ pengembangan janngan dokumentas: dan irformeast hukum;

d. pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukam di daerah;,

¢ pelayanan administras) hukum umuam;

I perindungan dan pengelolaan kekiyaan intelektual, dan

g penyelengearaan pelayanan publik

Pelaksanaan kegiatan sesual muang lingkup sebagaimana dimaksud pacda

ayal (1) hural 1, dilakubkan jugs dengan pembernan layanan secara inklusi
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bagt masvarakal rentan sepertt penyvandang disalaliias dan masyarakal
rentan lamnya

(M Pelak=sanaan kegutan sesma maang ingkup sebagaomana dimakaud paa
aval (11 Jdilakzanakan olech PARA PIHAK scsum dengan kewenangan v ang

dhmilika

Pasal 3
LOKASI SINERGI
Lokas: siner Nota hesepakatan i adalah di wilavah Kabupaten Baduneg dan

kanter Wilavah Kementrian Hukum Bali.

Pasal 4
OBJEK SINERGI
Obsek sinerg Nota Kesepakatan ini adalah
a Masvarakat. Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Badung: dan
b. Pelavanan terpadu dalam rangka mewujudkan sinergitas penyelenggaran

pelavanan publik vang prima di Kabupaten Badung.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
(1| PTHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai benkul ¢

a. membantu memfasilitasi kegiatan pembentukan produk hukum daerah
baik dan perencanaan sampai dengan penyebarluasan informas: terkait
produk hukum daerah;

b omemfasthtas) kegatan pemantavan, evaluasi, pembudayaan hukum
penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum,

¢ fasilinas pengembangan jaringan dokumentas: dan informasi hukum,

d fasilitasi perngukuran kinerja pembangunan dan reformas: hukum d
Kabupaten Badung,

v fasilitast dan koordinast pelayanan administras: hukum wmum, dan

I pechndungan dan pengelolaan kekayaan intelekiual
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(2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tangiung jawab schagai berikut

a. menyiapkan dan  menyediakan  segala  bentuk  administrasi  dan
kebutuhan termasuk pendanaan terkait pelaksanaan kegiatan sesuai
lingkup kegiatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (1);

b. menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan sesuai ruang lingkup
sebagamana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {1);

c. melaksanakan kegiatan pemenuhan peningkatan kemampuan sumber
daya manusia dan sarana seria prasarana yang mendukung
pelaksanaan kegiatan; dan

d. melakukan kegiatan lain khususnya kegialan yang mendukung lingkup
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (1).

Pasal 6
PELAKSANAAN

(1} Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan pelaksanaan sesuai dengan
Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini ;

(2] Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PARA PIHARK dapat menunjuk, menguasakan, dan/atau
menugaskan unit kerja PARA PIHAK sesual dengan kebutuhan, tugas dan
fungsinya.

(3] Pelaksanaan Rencana Kerja sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
2] dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan dan fungsi koordinasi diantara PARA PIHAK.

Pasal 7
JANGHA WAKTU

(1) Rotas Kesepakatan i berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (luna)
tahun  terhitung  sejak  ditandatanguni PARA  PIHAK  dan  dapat
diperpanjang sesus kesepakatan PARA PIHAK

(2} Apalnla salah satu PIHAK hendak memperpanjung Nota Resepakatan u,
maka PIHAK terseban wajib memberitihukan maksudnya secara tertubis
kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (Lga) bulan sebelum berakhimya
janghka waktu berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK
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Pasal 8
PEMBIAYAAN
Segala maya vang timbul sebagni akibal dari Nota Kesepakatan ini dibebankan
kepada PARA PIHAK scsuai dengan kewenangan dan kemampuan PARA

PIHAK serta berdasar pada ketentuan peraturan perundang undangan

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila tenjadi perbedaan penafsiran atau perselisthan yang timbul sehagm
akibat dari pclaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan secara
musvawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN

(1) Nota Kesepakatan ini berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2] Nota Kesepakatan ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebaga:mana
dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK vyang mengakhin
memberitahukan maksudnya secara tertulis pada PIHAK lainnya paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 11
KORESPONDENSI /| SURAT MENYURAT

(1] Setiap dokumen danj/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota
Ersepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara
langsung atau melalui jasa pengiriman atau melalui surat elekironik
lemad] yang memunglankan.

2] Alamst PARA PIHAK vang akan dipakar untuk Komumnikas: guna
keperluan sehagasimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagar bernkut
PIHAK KEBATU :

Baglsn Tala Usaha dan Umum Pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Bali

Aliarmuist Jalan Haya Puputan Nitt Mandala Benon Denpasar
HU234
Te ke poan [O36G]) 228714
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Fax - [0361) 228718

E-mail ¢ kamitbaliokemenkumbham. go.id

PIHAK KEDUA :

HKepala Bagian Kerja Sama Setda Kabupaten Badung

Alamat : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung Mangupraja
Mandala, Jalan Raya Sempidi, Mengwi. (80351)

Telepon : (0361) 9009333 ext 1307

Fax : (0361) 9009316

E-mail . kerjasamasetdabadungagmail. com

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh
PARA PIHAK, secara tertulis.

(3} Pembatalan/perubahan alamat scbagaimana dimaksud pada ayvat (2)
berlaku jika, pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah
diterima oleh PIHAK lainnya, segala akibat keterlambatan pemberitahuan
memnjadi tanggung jawab PIHAK vang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 12
LAIN-LAIN

{1] Setiap perubahan danj/atau penambahan Nota Kesepakatan ini harus
mendapatl persctujuan dari PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam
dokumen tertulis/addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini,

[2) Nota Kesepakatan ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila
terdapat  ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijjakan
pemerintah  yang menyebabkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat
dilaksanakan.

(3 Nota Kesepakatan ini  dilaksanakan secara  kelembagaan dengan
menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan

ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

| P r-n:uﬂ“f I!"L_ﬂ;_‘l PR | Vl

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Pasal 13

PFENUTUP
Dengan disepakati Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk
mengakhin Nota Kesepakatan Nomor W20,UM.01.01 B590 dan  Nomar
1344/ 10226/ NK/TKKSD - Bdg /2022 lertanggal 24 Oktober 2022 Tentang
konsolidasi  Pelavanan  Hukum dan  Hak Asasi  Manusia  Dalam
Penyelenggaraan  Urusan  Pemerintah  Daerah  di  Kabupaten Badung
scbagaimana telah diubah dengan Addendum Nota Kesepakatan Nomor
W20.PP.O5.04-8190 dan Nomor  134.4/13749/NK/TKKSD- Beg/ 2023
lertanggal 4 September 2023 Tentang Konsolidasi Pelayanan Hukum dan Hak
Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di
Kabupaten Badung sepanjang yvang mengatur mengenai pelaksanaan Sinergi
kegiatan dibidang Pelayanan Hukum yang menjadi kewenangan PIHAK
KESATU.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Mangupura

pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua),
bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum vang sama.

PIHAK KESATU,

EE AH
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LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
BALI DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR : W.20-HH.04.02-5019

NOMOR : 100.2.2/17174/NK/TKKSD-Bdg/2025
TENTANG
SINERGITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBENTUKAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMEINAAN
HUKUM SERTA PELAYANAN HUKUM

RENCANA KERJA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DAN KEANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI

KO SURB TUJUAN BASARAN  OUTPUT| RINCIAN TUGAS PARA  UNIT KERJA | KENDALA STRATEGI KET
KEGIATAN FIHAK PELAKSANA
Pihak I Pihak II Fihak 1 Pihak IT
Fesiltesi  Teriesilita | Perangkat Jumiah [1. Memberi- [1. Menerima | Kantor | Pemerin- | Adanya | Mohon Sebagai
Penyusunan sinya Dasrah danproduk kan pendampi | Wilayah | tah permasalal pendampe | tenaga
Produk pembentu- | Masvara- hukum pendampi | ngan Kementeri | Kabupa- | han dalam’ ngan ke ahli dalam
Huiloum kan produk | kat Vang ngan dalam an Hukum | ten penyvusun | Kanwil PEnYLLSUN-
hukum disusun dalam penyusun | Bali Badung | an produk Kemenkum  an produk
daerah penyusun | an produk| melakai melalud hukum Bali dalam | hukum
an produk| hulkum; Divisi Bagian daerah pembeniu
. hukum dan Peraturan | Hukum kan
| daerah; Perundang | Setda Produk
l dan - undang Kabupate hukum
an dan n Badung daerah
Pembinaan
Hukum |
- ' |

=~ 4
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T

.HI EUB TUJUAN | SASARAN| OUTPUT RINCIAN TUGAS UNIT KERJA KENDALA | STRATEOH EET
:muru: PARA PIHAK PELAKSANA
. Pihak I Pihak Il | Plhakl Pihak II

2. Memfazilitasi?. Menerima
pembentu fasilitasi
kan produk kegiatan
hulum pembentu
daerah, dari | kan produk
tahapan hukum
perencanaan| daerah.
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| NO | SUB TUJUAN | SASARAN| OUTPUT RINCIAN TUGAS UNIT KERJA KENDALA | STRATEGI KET
EEGIATAN PARA PIHAK PELAKSANA
| Pihak1 | Pihakll | Pilhak1  Pihak Il
| 2. Fasilitam  [Terfasilitasi Penyusuna Deokumen Memberikan | Menerima Kantor Pemerintah | Adanya ohon bagai
ierja Sama nya n dokumen Kerja sama | pendampi pendamping | Wilayah ~ Kabupaten | permasala pendampi aga ahli
|  IDalam mbentuk Kerja sama ngan dalam | an dalam Kementeria Badung han dalamngan ke
Negeri an produk dengan penyusunan | penyusunan | n Hukum  melalui penyusun wil
kerja sama daerah dokumen dolumen Bali melalui Bagian an menkum
dacrah  lain, kerja kerja sama | kerja sama | Divisi erja Sama dokumen Bali dalam  dolumen
' i Peraturan Setda kerja pembentu- ja sama
engan Perundang- Badung  sama ﬁn
bihai-: undang an Dokumen
ketiga dan dan F-:erja sama
minerg Pembinaan | -
antara Huloam. |
Pemerintah
Pusat dan
[ Pemerintah
Daerah |
|
3. Pemantsuan Terwujud [Peranghkat (1. Pendampi|l. Menyebar |1, Menyebar | Kantor Kurang | Kanwil Kanwil
evaluasi, pya Dacrah dan| ngan laskan luaskan Wilayah nya Kementeri Kemente
pembudayas kesadaran Masyarakat) kelompok |  informasi informasi | Kementeria Badung penveba | an Hukum rlan
hukum, hukum dan Keluarga terkadt terkait n Hukum i ran Bal: Hukum
ayuluhan, akses sadar pelaksanaan| pelaksan- | Bali melalui informast | melakukan Bali
onsultasi, keadilan hukum pemantauan, gaan Divisi terkait kerjasama melakuk
dan bantuanakan evaluasi, pemantaus | Peraturan pelaksan | dan an pendam
ko Tuan pembudayas| n, evaluasi,| Perundang- aan koordinas: pingan ,
ukum n hukum, pembudaya| undangan pemantau | pelaksana |
Penyuluhan, | an hukum, | dan i, an [
konsultasi Pernyulu Pembinaan evalung, | pemantau
dan bantuan| han, Hukum pembuday | an, |
huboaum; konsultasi aan evalunsi, .
| dan hukuem, pembuda |
=3 i Penyulu | yaan e
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EUB TUJUAN MI OUTPUT RINCIAN TUGAS UNIT KERJA KENDALA | ESTRATEGI EET
KEGIATAN FARA PIHAK FELAKSBANA
Pihak I Pihak II Pihak 1 Pihak II
bantuan han, hulkum.
hukum; konsultasi| penyuluh
dan an,
i bantuan konsultasi
| hukum dan
I bantuan
hukum
Janngan [Penyediaan | Perangkat | Tata Kelola | Memfasilitasi | Menyedia Kantor Pemerint | terfoait Kanwil Mohon
Dokume asi | Daerah, |Jaringan | pelaksansan | kan sarana | Wilayah ah produk Kementeri | pendam |
otasi dan  hukum Masyara | Dokumen | tata kelola dan Kement Kabupa | hukum an Hukum | pingan
Informesi yang kat tasi hukum| JOIH scsuai | prasarana | eman ten vangdi | Bali dan
| Huloum lengkap yang baik | ketentuan yang Hukum Bali| Badung | uploud melakukan | Kanwil
dan mudah dan peraturan mendukung | melaha melabai | di pembinaan | Kemente
diakses Jumlah perundang pengelolaan | Divisi Bagian website rian
masyarakat produlk -undangan JDIH yang | Peratur an | Hukum | JDIH Hukum
hukum baik, dan Perundang- | Setda seTINg Baki
YENE mewujud undang an | kKabupa terjad:
diakses kan Tata dan wen kendala
dalam JDIH Kelola JDIH | Pembinaan | Badung | pada
BESLIA] Hukum jarngan
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
|

LWIIM1]E! ;Lhmmr e J

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

NO| SUB | TUJUAN OUTPUT RINCIAN TUGAS UNIT KERJA |KENDALASTRATEGI| KET |
KEGIATAN PARA PIHAK PELAKBANA
| Pihak I | Pihak Il | Pihak I | Pihak I
' 6 | Perlindu  Peningkat . Laporan 3. Memberika | 1. Menyusun | Kantor | Pemerin | 1. Kurang | Melakukan | Mohon
ngan Dan @&n Upaya pelakssa n informasi| rencana Wilayah | tah nya pembinaan | pendam
Pengelolaan perlindun naan edulcnsi kerja Kement | Kabupa mforma | dan pingan
Kekavaan |gan dan sosialis dalam terkoait erian ten sidan | monitoring | dari
Intelektual pengelola agi HKI perencana perlindung| Hukum Badu.ng k:p:du_lq Kanmwil
an sita an dan an, pening | Bali melalui an dan Kemente
kekavaan & fungsi unit | katan, melalui | Badan pihak | rian
intelektu Peningk | centra pemahama| Divisi | Riset yang | Hukum
=] wian kekayaan n masyara | Pelayan | dan mengha | Bali
pemaha | jopeleltyal: | katdan | an Inovasi silkan |
man pengelolan | Hukum | Daerah Kekayaa
Masyarak 0 keka n
&L tentang YEE Inteleks
KI: intelektual; ual; I
dan | ;
. Terfasili | 2. Memban |2. Memfasili 2. Masih |
| tasinya tn tasi pend rendah i
pelaksana fasilitasi aftaran mva I
an pen pendaftar| Kekayaan kesadars)
w an Kekay |  Intelektual n
VEEL] aan i Ma TASYErs
vt e T o chgread kat |
oleh tual bagi | pabusaten dalam
sentra Masyara Badu perlindu
ng
b kat di e ngan
[ TrasyE Badung i Kekavaa
rabeat di termasuk | Penyan n
Kabupate Penyan dang etk |
n Badung,| dang Disabilitas al
l terminsuk Disabi
E p:mberinn1 litas. A, Menyedia |
- kpr saran i)

B Dipindai dengan CamScanner

| MHW“I—FLP-"-IMI w


https://v3.camscanner.com/user/download

WO SUE  TUJUAN SASARAN | OUTPUT RINCIAN TUGAS UNIT KERJA KENDALASTRATEGI KET
KEGIATAN _P'.ﬁ_.R_g.ﬂﬂIE&E PELAKSANA
L Pihak I Pihak II Pihak I Pihak IT
' | layanan dan
| SECAra Prasarana
inkiusi dalam ,
bag fasilitasi
Masyara pendaftara
kat rentan; n kekeyann|
seperti intelelctual,
penvand
| ang disab
: ilitas dan
| masyara
i kat rentan
lainnya;
. Menerima
3. Kerjasamal 3. Memfasili| laporan/pe|
pelaksan tasi ngaduan
BT PENCE penyelezal dan
gahan, ian aduary mengajukal |
pelanggar pelanggar| 0 permoho
an an nan pence '
kekayaan kekayaan| gahan,
intelek intelektual pelang
tual dan 1 serta garan
koordinasi penyelesal kekayaan
penyeles ian intelekiual .
ban sengketa dan koor
scngketa kekayaan| dinasi
. di hidang intelektunl penyelesad
i kekn}rnan 1 an
{ intelelkiual sengkein
| : di bidang '
| kekayann
T N (N N inteleltual 3 '

| Praiad F-lHﬁV?‘. ibi—-!"”“ FIH.;“. i W

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

NO SUB TUJUAN SASARAN OUTPUT RINCIAN TUGAS UNIT KERJA |KENDALASTRATEGI KET
| KEGIATAN PARA PIHAK PELAKSANA
|| | Pihak1 | Plhak Il | PihakI | Pihak II
f | . Menyusun |
Pelavanan Peningkat I'Prra.ngkm 1. Laporan {1 .Memberikan| rencana Kantor | Pemerin |1, Kurang | Melakukan | Mohon
Admunistrasan Upava rah dan| pelaksana| informasi, | Lkerja Wilayah | tah nya infor. koordinasi, | pendam
¢ Hukum  pelayanan Masyarakat| an sosialig  edukasi Sl Kement  Kabupa | masi Kerja sama, | pingan
U'mum administr asi atau dalam pela perlindung erian | ten atas | pembinaan | dari
ast Hukum peningkat [ ksanaan \a Hukum | Badung layanan | dan Kanwil
Umum bag An Petna pelayanan an peiy | Bal melalui adminis monitoring | Kemente
Masyarakat harnan hukum nan admin | o oaii | Kepala trasi rian
ch Masyarak | umum di istram Diivisi Perang hukum Hukum
Kabupaten at tentang| Badung hukoum Pelayan | kat LTI, Bali
Badung pelayanan umum; an | Daerah
administr Hukum | terkait
asi
hukum [
umum |
. Memlasilita
2. Terfasili 2. Membantu | g peng 2. Masih H-:]akukan Mohion
tasinya fasilitasi gunaan rendah | keordinasi. p:'ldam
pelaksa pengguna layanan nya Kerjasarma, | pingan
naan an layanan | adminis kesadar | pembinaan | dan
pelayan administr tran an | dan Kanwil
an admi asi hulum | hulaim Masyvar | montorng | Kemente
nistrasi umum bagl | ymum bagi akat rian
hukum pelaku pelaku dalam Hukum
| umum usahadan | yeaha dan penggu Bali
- | bagi masyarakall  Masyarnkat —_—
: | Masyar di di lavanan
‘ bt di Kabupaten Knbupaten adminis
Kb Badung; ' trasi
‘ ' Len we Radung: hukum
- | Badun umum.

|. ;-_:'r ;r:-\-l_p"r PL':-M FiHAK | L.--""l

B Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

SUB TUJUAN | SASARAN| OUTPUT RINCIAN TUGAS UNIT KERJA KENDALA STRATEGI| KET
HEGIATAN PARA PIHAK PELAKSANA
Pihak I  Pihak II HML:IHMIII '
. Terfasilita 3, Membantu 3. Menyediakan '
sinya peningka SEArana dan
pelavanan | lan pengaw| Prasarans
pengaw A5An dalam fasilitasi
asan kenotari pelayanan
kenotar atan dii bhukum umum; '
istan bagi wilayah dan Deut se |
Masyar Kabupaten | dalam up3;2| '
akat di Badung Pembinaan dan |
Kabupa pengawasan
ten kenotariatan,
Badung partai  politik '
dan pelayanat
hukum umum |
lainnya sesuai
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan ‘
|
]
Parsd [Pars! PIHAK, |

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

